Menimbang:

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATERN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 10 TAHUN 2000 «
Tk NS e NG

RETRIBUSI RUMAH POTOMG HEWAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANS MAHA ESA

b

BUPATI BOLAANG MONGOMNDOW

. bahwa dengan telah dilelapkannya Kepulusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 119 Tahun 1998 tenlang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis

Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat I, maka Retribusi
RRumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat 1l ;

bahwa dalam rangka menindak lanjuli penyelenggaraan Otonomi
Daerah vang semakin luas melalui penyediaan  sumber-sumber
pembiayaan untul  menunjang penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, ternyata Perda Nomor 5 Tahun
1‘197 tentang Reliibusi pemotongan hewan dan pengujian, membawa
m=-njnal menyimpan dan mengolah daging, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan  dan pertumbuhan ekononu  dewasa ini sehingga
dipandang peilu untuk diganti

bahwa  herdasatkan perimbangan tercebut pada huraf a dan b di
ma.s perlu diatur <an ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

-Undang-undang Momor 29 Tahun 1956 f-niana Pembentukan Daerah-
g a a

" A
1 .

la~
“""J"‘
Tahun 1959 MNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub\ﬁe&\
Indonesia Nomor 1622);

Daerah Tingkat ii di Suiawesi (Lembaran 2 Republilk Indonesia

Undang-tindang Momor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang  Fegara ¢ Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun 1960

NMomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104);

- Undang-undang Momor 6 Tahun 1967 lentang Ketenluan-ketentuan

Pokok Peternakan dan Kesehalan IHewan : (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2824):

. Undang-undang Nomor 8 Tehun 1981 tentang Hukum Acara Pidena

(Lembaran HMegars RPputh Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran hegara Republik Indonesia Nomor 3209),

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tzntang Pajak Deerah dan
Retrbusi Daerah (Lembaran Negara Republix lndonesia Nomor 41,
Tambahan Lembaran I}L,J'nl' a Republik Indonesia Nomor 3685;

-Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lerngaran FHegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaian MNegara Republik Indonesia Nomor 3839)

Peraturan lemenntah Nomor 27 Tahan 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-tindang Nonior £ Tahuia 1961 tentaing Hukum Acara Pidana
fLembaran  hleaara Rapuklic Indonecia Tahun 1981 Namar A,
Tambanan Leaibaen Repubit indonesia Momor 3258):

Perativan Daenntah ¢ Iumm W tabun 1997 (e ntann Retrihnei Naerah
W

Joiy AL s -
Uit tecidera o landing IdGliesia Tanuir 1857 NOioi Ju,

Tambahai Larzbaran Ne q' a F\Lpub"u Indoncsia Nomor 3602 ) ;



9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis
Penyusunan Peraturan Perundang — Undangan Dan Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerntah dan Rancangan
Keputusan Presiden (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/ KPTS / Tn 240 /9 / 1986
tentang Syarat — syarat Rumah Pemotongan Hewan;

12. Surat Keputusan Pemerintah Nomor 413/ KPTS/ Tn. 310/7 /1992
tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan daging serta hasil
ikutannya,

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ; :

| 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1997 tentang
i Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retrbusi Daerah Tingkat | dan Daerah
Tingkat Il |

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang
i Komponen Penetapan Tanf Retribusi; A

17. Perda Kabupaten Daerah Tingkat Il Bolaang Mongondow Nomor : 3

Tahun 1986 tentang Pemberian uang perangsang kepada Dinas
Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelolah Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

i MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah bersama perangkat otonomi
lainnya adalah sebagai badan eksekutif daerah;

c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
badan Legislatif daerah

e. Pejabat adalah Pegawai yang diben tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan |,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya, £

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah
Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelolah oleh
Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah
Pemotongan Hewan / temak:

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk melaporkan objek, retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yalig sclanjutnya dapat disingkat
SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah
retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retrihusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRLDB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karenz jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda:

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang dianjurkan oleh Wajib Retribusi:

Pemenksaan  adalah  serangkaian Kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan peraturan Perundan-undangan retribusi Daerah:

Penyidikan tindak pidana bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; ~



-—

s. Kandang Inap adalah kandang tempat penampungan ternak sebelum
ternak di potong;

. Kandang karantina adalah kandang tempat penampungan ternak yang
sakit untuk mendapatkan perawatan

u. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
sebelum temak dipotong;

v. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan dan atau
Pengujian sesudah ternak dipotong;

w. Tempat Pelayuan adalah tempat melayukan daging sebelum di pasarkan.

BAB |
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan / ternak temmasuk pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan / termak yang
meliputi

Penyewaan kandang inap dan karantina

Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong

a

b

c. Pemakaian tempat pemotongan

d. Pemakaian tempat pelayuan daging
e

Pelayanan pengangkutan daging dan rumah potong

-~

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging
import dan pelayanan rumah potong yang dikelolah pernusahaan daerah.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong
hewan ternak.
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha



BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah hewan
ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DASAR DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tanf retribusi berdasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.

)

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah temak yang
dipotong.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah.
3

(3, Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah
pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif
yang meliputi :

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa

)

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi -

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai
tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya
listrik, dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa.

b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang
mendukung penyediaan jasa.

c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya
berjangka menengah dan panjang yang meliputi anasuran dan bunga pinjaman, nilai
sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jésa, seperti bunga atas
pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase
tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan

sebagai berikut :



Jenis Pelayanan ¢ ,,l___i_r‘u____j__f___ Tt nak .
Y | SapiKerbau/Kuda Baa b . Kambing / Domba/
| Qi Anjing
a. Pemakaian kandahg_
Inap / karantina CRp; 22500 - Rp. 1.500,- Rp. 750,-
75w S Dt | 2 g0
Pemeriksaan kesehatan
Hewan sebelum dipotong Rp. 2.000,- . Rp. 2000,- Rp. 1.000,-
5 0 £ nday 2 $YD
c. Pemakaian tempat
Pemotongan Rp. 7.000,- Rp. 2.500,- Rp. 1.750,-
‘ 2¢.p00 /& .000 5 .,08°
Pemeriksaan sesudah
Dipotong Rp. 2.000.- /] Rp. 2000.- Rp. 1.000,-
L .50 g} AT 2  SToe
e. Pemakaian ruang :
Pelayuan daging Rp. %500,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-
i L L.5:0¢ e . OO B 1) i,
L 0 [ Rp. 16.000,- Rp. 9.500,- Rp. 5.000;-
S SO A0D Z¢ 800 A ARRN
f. Pelayanan pengangkutan Rp. 30/1kg/1 S
£ Er S T R 5000 / el o
Pemotongan Unggas Rp. 150 / ekor
. 5D0 .
Pemeriksaan Kesehatan Rp. 3.500.- Rp. 3.000.- Rp. 2.500.-
Hewan yang dipotong 15 .060 1O ADO S DDO
1t untuk hajat e TSR e 1, BN - - WO SR e Ffane
Fu W
BAB Vil
WILAYAH PEMUNGUTAN
L]
Pasal §
F

“ : Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas
rumah pemotongan hewan / temak diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu lamanya 1
(satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11
Saat retribusi terutang adalah ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.



SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SpdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

' (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah retribusi yang terutang maka
dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
dan SKRDKBT.

(3) Kepada petugas pemungut diberikan uangperangsang sebesar 5 % (lima persen) dari
realisasi penerimaan.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB Xl

TATA CARA PEMBAYARAN

7 Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi  selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan
Bupati.



(1)

(2)

(5)

(1)

(3)

3)

BAB XlIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT,
STRD dan Surat keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang ham;
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

BAB XV
KB BIE R AT AN
Pasal 18

Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya pada Bupali atau pejabat yang ditunjuk atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDBKT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retrbusi.

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Buapti tidak
memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dap Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

/Z



Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran' retribu.si
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribusi tersebut. :

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada
Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi
b. masa retribusi

C. besarnya kelebihan pembayaran.
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penginman pos tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya,
sebagimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) , pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII :
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib retribusi dalam rangka Upacara
Keagamaan.

g ol
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII
KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.



(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

(N

8. dilerbitkan sural teguran : atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Waijib Relribusi baik langsung maupun tidak
langsung. '

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan

Daerah diancam Pidana I<urungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebhanyak-
banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana Yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

(D

(2)

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah ;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelili kelerangan alau laporan berkenaan
dengan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebul menjadi lengkap dan jelas:

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan helerangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengen tindak pidana

retribusi Daerah:
¢. Meminta keterangan dan bahan bukli dari prang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catalan-calatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan
dengan lindak pidana di bidang retribusi Daerah:

e. Melakukan pengqeledahan  untuk mendapatkan  bahan  bukti pembukuan,
pencatalan dan dokumen-dokumen lain. sera melakukan penyitaan terhadap bahan
bukii tersehut:

—y

- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang retribusi Daerah:
g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

Pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ““irufe -

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah:

I.  Memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai lersangka alau
saksi; :

J- Menghentikan penyidikan:

k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayal (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

penyampaian hasil penyidikan kepada penuntul umum sesuai dengan kelentuan yang
dialur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenlang Hukum Acara Pidana .

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal - 27
Dengan betlakunya Peratuian Daeiah ini maka Peraturan Daerah Kabupalen Daerah
Tingkal Il Bolanng Mengondow Momor 5 Tahun 1997 IF'entang Retribusi Pemotongan
Hewan dan Penqujian. membawa, menjual, menyimpan  dan mengolah Daging di
Kabupaten Dali Il Rolaang Mongondow dinyatakan dicabul dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup dialur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lam;ut oleh Bupali.

Pasal 29
Peraturan Dasrah ni mulai berlaku pada tanggal diundanghkan

Agar supaya secliap orang dapal mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah iCabupaten Bolaang
Mongondow.

Disahkan Kotamobagu
Pada tanggal - 10 Apnl 2000
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Diundangkan di Kotamobaqu
Pada tanggal 12 April 2000
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PEMNJELASAN
ATAS .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 10 TAHUN 2000 «

BTN R NS

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

UMUM:

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang Pajak Daerah
- dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi
Daerah menyebutkan bahwa Relribusi Rumah Potong Hewan merupakan kewenangan Daerah

Tingkat Il dan Pungutan ini merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Namun demikian untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow

PASAL DEMIPASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas



’ "asal

I annl

| I’asal
Pasal
’asal
I asal
I*asal
’asal
Pasal
sl
[asal

IAMBAIAN  LEMBARAN DAL RALT KABUPATEN  BOIAANG MONGONDOW
MOMOR

18
10
20
Y
22
23
24
20
26
2
28

Ho

cukup jelas
cukup jolias
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup Jelas




